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BUPATIBONE 
PERATURAN BUPATI BONE 

NO MOR 5 TAHON 2014 

Menimbang 

Mengingat 

TENT ANG 

TIM KOORDINAS' PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
KABUPATEN BONE 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M.Ana ESA 

BUPATI BONE, 

a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan 
kemiskinan di Kabupaten Bone perlu dilakukan koordinasi 
antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan 
secara terpadu dan berkesinambungan; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 19 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang 
ditindaklanjuti dengan Peraturan ·Menteri Dalam Negeri 
Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten 
Bone/Kota yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur 
Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi 
Sulawesi Selatan, maka perlu diatur pelaksanaannya; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Bone tentang Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan Kabupaten Bone Bone; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun ::2004 tentang Sistern 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 32 · Tahun 2004, tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 



Menetapkan 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2qq;1 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 166, Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916); 

· 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Bone / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

9. Peraturan Pemerintah Nornor 58 tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nornor 2111tfahun '2L 11 tentang 
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 
ten tang Pedoman Pembentukan Tim Kocrdinasi 
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten 
Bone/Kota. 

13. Pcraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 
Provinsi Sulawesi Selatan; 

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Bone Bone Tahun 2013 - 2018; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BONE BONE 











a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; 
b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat; 
c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan 
d. kelompok program lainnya. 

Pasal 13 

(1) Kelompok program bantuan sosia1 terpadu berbasis keluarga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, 
melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten Bone dalarn 
melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di 'bidang 
bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. 

(2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 
· pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 ayat (2) huruf b, melaksanakan sebagian tugas TKPK 
Kabupaten Bone dalam melakukankoordinasi penanggulangan 
kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat. 

( 3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 
pernberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, melaksanakan 
sebagian tugas TKPK Kabupaten Bone dalam melakukan 
koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan 
usaha ekonomi mikro dan kecil. 

( 4 ) Kelompok program lainnya se bagaimana dimaksud dalarn Pasal 
19 ayat (2) hurufd, melaksanakan sehagian tugas TKPK 
Kabupaten Bone dalam melakukan koordinasi penanggulangan 
kemiskinan di bidang lainnya. 

Pasal 14 

Kelompok program sebagaimanadimaksuddalam Pasal 13 dalam 
melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPK 
Kabupaten Bone. 

Pasal 15 
:.l ,I,' 

(1) Keanggotaan TKPK Kabupaten Bone terdiri atas unsur 
pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku 
kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. 

(2) Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten Bone sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusa.i Bupati. 

BAB III 
PELAKSANAAN KOORDINASI 

Pasal 16 
(1) Rapat koordinasi TKPK Kabupaten Bone dilaksanakan paling 

sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 {satu) tahun atau sewaktu-waktu 
sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin 
oleh Ketua TKPK. · 








